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I. UMUM

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah
diatur dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan
ketahanan nasional, diperlukan sistem transportasi nasional yang memiliki
posisi penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang
berwawasan lingkungan.

Transportasi merupakan salah satu sarana untuk memperlancar roda
perekonomian, membuka akses ke daerah pedalaman atau terpencil,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan
negara, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat yang
dilaksanakan melalui penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pentingnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tercermin
pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang
serta barang di dalam negeri, dari dan ke luar negeri, serta berperan
sebagai pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan
pengembangan wilayah.

Menyadari peran transportasi tersebut, penyelenggaraan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi
nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa
transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman,

efektif, dan efisien.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk menciptakan dan memperluas
lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan
menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan koperasi dan
usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan
perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Kebijakan dan langkah-langkah strategis Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua
pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan
menetapkan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang
seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas
penghidupan yang layak.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan sebagai upaya untuk mendorong kemajuan
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dilakukan dengan
cara memberikan kemudahan berusaha untuk mendorong investasi di
bidang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu,
perlu dilakukan penyederhanaan terhadap proses perizinan
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain mengenai ketentuan-
ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang
bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan
Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta subsidi
penyelenggaraan angkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, rencana pembangunan suatu
pusat kegiatan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan
kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan. Untuk
memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha, dokumen
analisis dampak Lalu Lintas dimaksud terintegrasi dengan dokumen
analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan

lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
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Peraturan Pemerintah ini telah menampung berbagai perubahan
pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pengujian dan rancang
bangun Kendaraan Bermotor. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas kinerja pengujian Kendaraan Bermotor sekaligus kemudahan
pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diwujudkan keselamatan
sarana yang lebih baik. Penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor
dapat dikerjasamakan badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan
berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama
dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha
milik desa, koperasi, dan swasta dalam penyelenggaraan Terminal. Untuk
memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi usaha
kecil dan mikro, pada fasilitas Terminal disediakan tempat untuk kegiatan
usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pengawasan angkutan
barang di Jalan diatur adanya Perizinan Berusaha penyelenggaraan
angkutan barang umum, dan agar selaras dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan memberikan
kemudahan berusaha dalam rangka percepatan cipta kerja, Perizinan
Berusaha di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan melalui
Perizinan Berusaha berbasis risiko sesuai norma, standar, prosedur dan
kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pengaturan mengenai pemberian subsidi dalam Peraturan Pemerintah
ini tidak hanya diberikan kepada angkutan Penumpang umum dengan
Kendaraan Bermotor untuk tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu tetapi
juga diberikan kepada angkutan barang pada lintas tertentu dalam rangka
mendukung program pemerintah khususnya pada wilayah tertinggal,
terpencil, terluar, dan perbatasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Penyelenggaraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan pusat kegiatan,
permukiman, dan infrastruktur” adalah berupa pembangunan
baru, pengembangan, atau peningkatan kepadatan.
Gangguan keamanan meliputi potensi gangguan keamanan
yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan,
permukiman, dan infrastruktur.
Gangguan keselamatan apabila meningkatnya resiko terjadinya
kecelakaan Lalu Lintas baik di ruas Jalan maupun
persimpangan.
Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan ketertiban
yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan,
permukiman, dan infrastruktur.
Gangguan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi
menurunnya tingkat pelayanan Lalu Lintas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Simulasi  kinerja Lalu Lintas dengan adanya
pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan
menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara
nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan,
klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya. Simulasi
kinerja Lalu Lintas dengan adanya pengembangan
termasuk pula simulasi dan penanganan dampak Lalu

Lintas yang diperkirakan akan timbul.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau
dikembangkan paling sedikit memuat tentang kondisi
fisik, kondisi sosial ekonomi, kondisi Lalu Lintas, dan

pelayanan angkutan yang ada di lokasi yang akan

dikembangkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
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Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dikalibrasi” adalah suatu proses untuk

menguji keakuratan peralatan pengujian.
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Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “swasta” termasuk usaha mikro, kecil,

dan menengah.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Pasal ini berasal dari Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5317).
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penelitian rancang bangun dan
rekayasa Kendaraan Bermotor” adalah pemeriksaan secara teliti
atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “rumah-rumah” adalah bagian dari
Kendaraan Bermotor, jenis mobil penumpang, mobil bus,
mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada

landasan berbentuk ruang muatan untuk orang maupun
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barang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bak muatan” adalah semua

bentuk konstruksi bak muatan untuk angkutan barang

yang bersifat padat, cair, atau gas yang terpasang pada

landasan Kendaraan Bermotor.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ayat (2)

Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada
perpanjangan atau pemendekan landasan (chassis) tanpa
mengubah jarak sumbu dan konstruksi Kendaraan
Bermotor tersebut.

Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada
Kendaraan Bermotor dengan menambah sumbu bagian
belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan
sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang
sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan
perhitungan sesuai dengan daya dukung Jalan yang

dilalui.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.
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Pasal 23
Pasal ini berasal dari Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5317).

Pasal 24
Pasal ini berasal dari Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5317).

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “unit pelaksana pengujian swasta”
adalah pihak swasta yang melakukan kegiatan khusus di
bidang pengujian Kendaraan Bermotor atau bengkel
umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu
untuk dapat melakukan uji berkala Kendaraan Bermotor.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
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Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Permintaan angkutan didasarkan pada supply dan demand.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Pasal ini berasal dari Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468).
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Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Lingkungan kerja Terminal dalam ketentuan ini termasuk Jalan
akses keluar masuk Terminal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “swasta” termasuk usaha mikro, kecil,
dan menengah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 37
Pasal ini berasal dari Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468).

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “swasta” termasuk usaha mikro, kecil,

dan menengah.

Pasal 40
Pasal ini berasal dari Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468).
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “swasta” termasuk usaha mikro, kecil,

dan menengah.

Pasal 41

Pasal ini berasal dari Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468).

Pasal 42

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Cukup jelas.

43
Cukup jelas.

44

Pasal ini berasal dari Pasal 65 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594).

45

Pasal ini berasal dari Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2014 tentang  Angkutan  Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5594).

46
Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.
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Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.
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